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vABSTRAK
WINDA BUDIARTI PAKAMBANAN (B111 12 322), dengan judul “Tinjauan
Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send
Go-Jek Indonesia”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing
I dan Badriyah Rifai sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan layanan
Go-Send Go-Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan, serta untuk mengetahui kedudukan hukum PT. Go-Jek
Indonesia.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal
research), dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual
approach) serta pendekatan undang-undang (statute approach).
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). pelaksanaan layanan Go-Send Go-
Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun, dalam
kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah
uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang
seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum. Oleh sebab itu,
karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor
umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Go-
Send Go-Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum
yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. 2). PT. Go-Jek
Indonesia merupakan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya
menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam
rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek.
Sehingga, PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya
berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi,
merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara
pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat
ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.1
Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara
kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting.2 Dengan
keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan
pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau
seluruh wilayah Indonesia.
Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu
menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan
penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya
penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun
akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh
1 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413.
2 R. Djatmiko D., Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 112.
2penduduk sebagai alat transportasi,3 dalam hal ini transportai darat
(pengangkutan melalui darat).
Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem
transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-
barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai
sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kepentingan seluruh manusia. Terkhususnya mengenai pemindahan
barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan
secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur,
bertanggung jawab, dan murah.4 Dengan semua kualitas pelayanan
tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan
jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.
Transportasi di dalam perkotaaan dan daerah sekitarnya yang efektif
dan efisien akan menentukan efisiensi industri, kelancaran perdagangan
dan perniagaan, pemasaran hasil-hasil pertanian yang semakin baik, serta
berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan sosial budaya.5 Dengan kata lain, seluruh aspek dari
kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang transportasi,
yang kemudian akan mempengaruhi arus lalu lintas barang dan
penumpang. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan transportasi yang
tepat.
3 Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan
Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, Penerbit JKSG UMY, Yogyakarta, 2014, hlm. 311
4 Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.
5 Achmad Nurmandi, Loc.Cit.
3Mengenai kemajuan di bidang transportasi atau pengangkutan,
belum lama ini, tepatnya pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir
model transportasi baru, yakni Go-Jek yang berada dalam naungan suatu
perusahaan bernama PT. Go-Jek Indonesia. Sebenarnya, Go-Jek juga
tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Go-Jek adalah
jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor,6
yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek, yang
melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang
berjarak pendek.
Go-Jek berbeda dengan ojek, karena Go-Jek merupakan ojek online
yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di
smartphone. Selain itu, ojek online ini juga tidak hanya melayani jasa
angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa
angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar
makanan dan belanjaan di toko-toko. Sehingga, secara keseluruhan, pada
aplikasi Go-Jek terdapat empat layanan, diantaranya: 7
1. Instant Courier, yakni layanan pengiriman barang.
2. Transport, yakni layanan angkutan orang.
3. Go-Food, yakni layanan pesan antar makanan.
4. Shopping, yakni layanan pesan antar barang belanjaan.
6 Dikutip dari aplikasi “Panduan Go-Jek Indonesia”, hlm. 1.
7 Ibid, hlm. 4.
4Selain keempat layanan tersebut, pada bulan Oktober 2015, PT. Go-Jek
Indonesia kembali meluncurkan beberapa layanan baru diantaranya Go-
Glam, Go-Clean, Go-Massage, serta Go-Box. Dan bersamaan dengan
peluncuran layanan baru tersebut, ketiga layanan yang sudah ada
sebelumnya yakni, Instant Courier berubah nama menjadi Go-Send,
Transport berubah nama menjadi Go-Ride, serta Shopping berubah nama
menjadi Go-Mart.
Dengan semua layanan Go-Jek ini dapat memudahkan masyarakat
dalam kegiatan pengangkutan di tengah keadaan perkotaan yang sering
mengalami kemacetan. Selain itu, layanan Go-Send juga merupakan
inovasi baru dalam hal pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan
barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan
pengangkutan lainnya.
Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, Go-Jek juga menuai
kontra dari beberapa pihak, khususnya pihak pemerintah. Go-Jek dianggap
tidak sesuai dengan peraturan pengangkutan yang ada, yakni Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 47 Ayat (3), dinyatakan bahwa
sepeda motor tidak termasuk sebagal alat angkutan umum. Begitu juga
dalam hal pengangkutan barang, dalam undang-undang tersebut pada
Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang wajib menggunakan
mobil barang. Pihak dari PT. Go-Jek Indonesia pun menanggapi hal ini
dengan menegaskan bahwa Go-Jek bukanlah moda transportasi liar dan
5tidak berizin, oleh karena Go-Jek hanya sebagai penghubung antara
pelanggan dengan pengemudi ojek. PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki
satu pun armada transportasi, sehingga pengemudi ojek yang tergabung
dalam Go-Jek merupakan kemitraan dan termasuk sebagai salah satu
customer PT. Go-Jek Indonesia dalam mencari pelanggan. Oleh karena itu,
Go-Jek bukan perusahaan transportasi atau kurir maupun logistik.8
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu meneliti dan
mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek
Indonesia sehingga penelitian ini diberi judul, “Tinjauan Hukum
Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek
Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis
merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:
1. Apakah pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia termasuk
dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam
pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia?
8 Ari Sandita Murti, http://metro.sindonews.com/read/1011940/171/dianggap-angkutan-liar-ini-kata-pemilik-gojek-
1434100709, diakses tanggal 19 Oktober 2015, Jam 09.10 WITA
6C. Tujuan Penelitian
1. Dari segi ilmu pengetahuan, untuk memberikan informasi bagi
masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan pengangkutan barang
melalui layanan Go-Send Go-Jek Indonesia.
2. Dari segi ilmu hukum, untuk memberikan pengetahuan bagi akademisi
hukum khususnya di bidang hukum pengangkutan tentang pelaksanaan
pengangkutan barang melalui layanan Go-Send Go-Jek Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan pelajaran umum kepada konsumen dalam pemanfaatan
jasa pengangkutan barang.
2. Memberikan informasi hukum pengangkutan kepada kalangan
akademisi dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih
mendalam.
3. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap perusahaan
pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat
pengguna jasa pengangkutan barang.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengangkutan Secara Umum
1. Definisi Pengangkutan
Kata ‘pengangkutan’ berasal dari kata dasar ‘angkut’ yang berarti
mengangkat dan membawa.9 Dalam kamus hukum tercantum bahwa,
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.10
Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkutan
dari para sarjana, diantaranya:
a. Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan
(peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu
tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi)
sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang
muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi
kegiatan:11
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Loc.Cit.
10 Setiawan Widagdo, Op.Cit, hlm. 413.
11 Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm. 134.
81) Dalam arti luas
- Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat
pengangkut.
- Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan.
- Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat
tujuan.
2) Dalam arti sempit
- Kegiatan membawa penumpang dan/atau barang dari
stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat pemberangkatan
ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat tujuan.
b. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses
kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan
ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat
pengangkutan ke tempat yang ditentukan.12
c. Menurut A. Abdurrachman, yang dimaksud dengan pengangkutan
pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu
tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk
pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain.13
Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan
penumpang dan/atau barang dengan menggunakan sarana angkut dari
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991, hlm. 19.
13 Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta,
1982, hlm. 1113.
9suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan imbalan jasa dari
pengirim atau penumpang sebagai harga dari pengangkutan tersebut.
2. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan
a. Fungsi Pengangkutan
Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang
dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk
meningkatkan daya guna dan nilai.14
b. Tujuan Pengangkutan
Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk
membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke
tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena
perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus
atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena
dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif
singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat
awal ke tempat tujuan.15
3. Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya
a. Pengangkutan Darat
14 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan, Djambatan,
Jakarta, 2003, hlm. 1.
15 Louis Adi Putra, Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara
Negara, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 15.
10
Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan
kereta api dan kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat
dalam:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam
Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan
Pasal 98. Dalam bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan
darat dan perairan darat, namun hanya khusus mengenai
pengangkutan barang.
2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (pengganti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
b. Pengangkutan Laut
Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan
kapal, yang pengaturannya terdapat dalam:
1) KUHD, dalam Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal,
Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barang-barang, dan Buku
II Bab VB tentang Pengangkutan Orang.
2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran).
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c. Pengangkutan Udara
Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan
pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (pengganti
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).
4. Asas Hukum Pengangkutan
Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal
sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-
undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-
undang dan peraturan pelaksananya. Mertokusumo menyatakan bahwa
asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan
pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang
peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap
sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan
dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan
konkrit tersebut.16
Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum.
Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum
perdata. Berikut uraian kedua asas hukum pengangkutan tersebut.
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.
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a. Asas yang Bersifat Publik
Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum
pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu
pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan
dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa). Asas
bersifat publik terdiri atas: 17
1) Asas Manfaat
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan harus
dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi
kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan
pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi
warga negara.
2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan
aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh
seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
3) Asas Adil dan Merata
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan
merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat.
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 12.
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4) Asas Keseimbangan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara
sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan
penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat,
serta antara kepentingan nasional dan internasional.
5) Asas Kepentingan Umum
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan
pelayanan umum bagi masyarakat luas.
6) Asas Keterpaduan
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh,
terpadu, saling menunjang, dan salinng mengisi, baik intra
maupun antarpengangkutan.
7) Asas Tegaknya Hukum
Makna dari asas ini yaitu bahwa pemerintah wajib
menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan
kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat
pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
8) Asas Percaya Diri
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan
14
kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian
bangsa.
9) Asas Keselamatan Penumpang
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan
pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi
kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi
kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat
wajib. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada
perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan
pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara
alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai
dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.
b. Asas yang Bersifat Perdata
Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum
pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak
dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau
pengirim barang. Asas bersifat perdata terdiri atas: 18
1) Asas Konsensual
Makna dari asas ini yaitu bahwa perjanjian pengangkutan
tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan
kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa
18 Ibid., hlm. 14.
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perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan
dengan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.
2) Asas Koordinatif
Makna dari asas ini yaitu bahwa pihak-pihak dalam
pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak
ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
Walalupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan
perintah penumpang/pengirim barang, pengangkut bukan
bawahan penumpang/pengirim barang. Pengangkutan adalah
perjanjian pemberian kuasa.
3) Asas Campuran
Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkutan merupakan
campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberi kuasa,
penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim
kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku
pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian
pengangkutan.
4) Asas tanpa Hak Retensi
Makna dari asas ini yaitu bahwa pengangkut tidak
menggunakan hak retensi (hak menahan barang). Penggunaan
hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi
pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban
menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
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5) Asas Pembuktian dengan Dokumen
Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan selalu
dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen
angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika
kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan
dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket karcis penumpang.
Diharapkan calon dan pengusaha pengangkutan mempunyai
kesadaran dalam memperjuangkan berlakunya asas-asas dalam
pengangkutan ini, sehingga dunia usaha pengangkutan nasional di
Indonesia dapat berjalan baik, seimbang antara pengusaha,
masyarakat, dan pemerintah, serta saling menguntungkan, masyarakat
memberikan penghasilan bagi pengusaha, pengusaha memberikan
fasilitas yang aman dan lancar, dan pemerintah mendapatkan
penghasilan dari pajak pengusaha.
5. Subjek Hukum dalam Pengangkutan
Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum,
persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum
pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan
hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan, antara lain: 19
19 Lestari Ningrum, Op.Cit, hlm. 140
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a. Pengangkut
Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.
Dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Swasta (BUMS), ataupun perorangan yang berusaha di bidang
jasa pengangkutan. Ciri dan karakteristik pengangkut, antara lain:
- Perusahaan penyelenggaraan angkutan.
- Menggunakan alat pengangkut mekanik.
- Penerbit dokumen angkutan.
b. Pengirim (Consigner, Shipper)
Pengirim adalah pihak yang mengingatkan diri pada perjanjian
pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan atas barang
yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil barangnya dari
tempat penyimpanan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang
ditetapkan, dikenakan biaya penyimpanan barang. Apabila ada
keterlambatan pemberangkatan oleh pengangkut, pengangkut wajib
membayar ganti rugi sejumlah biaya angkut yang telah dibayar oleh
pengirim. Ciri dan karakteristik pengirim, antara lain:
- Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- Membayar biaya angkutan.
- Pemegang dokumen angkutan.
c. Penumpang (Passanger)
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Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk
membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua
orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut,
maupun udara. Ciri dan karakteristik penumpang, antara lain:
- Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian.
- Membayar biaya angkutan.
- Pemegang dokumen angkutan.
d. Ekspeditur
Ekspeditur adalah orang/badan hukum yang pekerjaannya
mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk
kepentingan pengirim. Ekspeditur adalah pengusaha yang
menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang,
seperti ekspedisi muatan kereta api, ekspedisi muatan kapal laut dan
ekspedisi muatan pesawat udara. Ekspeditur mengurus berbagai
macam dokumen dan formalitas yang berlaku guna memasukkan
dan/atau mengeluarkan barang dari alat angkut atau gudang
stasiun/pelabuhan/bandara. Ciri dan karakteristik ekspeditur, antara
lain:
- Perusahaan perantara pencari pengangkut barang.
- Bertindak untuk dan atas nama pengirim.
- Menerima provisi dari pengirim.
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e. Agen Perjalanan (Travel Agent)
Agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang
bagi pengangkut. Agen perjalanan ini bertindak atas nama
pengangkut dan menyediakan fasilitas angkutan kepada
penumpang dengan cara menjual tiket/karcis kepada penumpang
dan penumpang membayar biaya angkutan yang kemudian oleh
agen perjalanan disetorkan kepada pengangkut dan pihak agen
perjalanan mendapat provisi dari pihak pengangkut. Hubungan
hukum yang terjadi adalah pemberian kuasa keagenan (contract of
representative agency). Ciri dan karakteristik agen perjalanan,
antara lain:
- Perusahaan perantara pencari penumpang.
- Bertindak untuk dan atas nama pengangkut.
- Menerima provisi dari pengangkut.
f. Perusahaan Muat Bongkar (Stevedoring)
Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang
menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal (loading)
dan pembongkaran barang dari kapal (unloading). Perusahaan ini
merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat juga
merupakan bagian dari perusahaan pengangkut.
Apabila perusahaan muat bongkar merupakan bagian dari
perusahaan pengangkut, dari segi hukum pengangkutan, perbuatan
muat bongkar adalah perbuatan pengangkut dalam
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penyelenggaraan pengangkutan dan segala perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh pengusaha muat bongkar dan
pekerjanya merupakan tanggung jawab pengangkut.
Apabila perusahaan muat bongkar merupakan perusahaan
yang berdiri sendiri, perbuatannya dapat sebagai pelaksanaan
pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau
pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal
pembongkaran.
g. Perusahaan Pergudangan (Warehousing)
Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di
bidang bisnis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan
selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam
kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang
berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Ada tiga
macam gudang, yaitu:
1) Gudang bebas adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang sudah bebas dari segala kewajiban dan
pemeriksaan Dinas Bea dan Cukai.
2) Gudang entrepot adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang belum diketahui status dan tujuannya serta berada
di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai karena tidak
dipenuhinya kewajiban oleh importirnya.
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3) Gudang pabean adalah gudang penyimpanan/penimbunan
barang yang baru saja diturunkan dari kapal atau yang segera
akan dimuat ke kapal.
h. Penerima (Consignee)
Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen
pengangkutan. Dapat berupa pembeli/importir atau pihak yang
memperoleh kuasa atau pengirim. Ciri dan karakteristik penerima,
antara lain:
- Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari
pengirim barang.
- Dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan.
- Membayar atau tanpa membayar biaya angkutan.
6. Objek Hukum dalam Pengangkutan
Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai
tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban
pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum
pengangkutan terdiri atas: 20
a. Barang Muatan (Cargo)
1) Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan
dilindungi oleh undang-undang, yaitu:
- Barang sandang
20 Ibid., hlm. 144.
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- Barang pangan
- Barang rumah tangga
- Barang pendidikan
- Barang pembangunan
- Hewan
2) Secara fisik barang mutan dibedakan menjadi enam golongan,
yaitu:
- Barang berbahaya
- Barang tidak berbahaya
- Barang cair
- Barang berharga
- Barang curah
- Barang khusus
3) Secara alamiah barang muatan dibedakan menjadi empat
golongan, yaitu:
- Barang padat
- Barang cair
- Barang gas
- Barang rongga (mobil, boneka, TV, cabinet, dll)
4) Dari jenisnya barang muatan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:
- General cargo, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat
dengan cara pembungkusan/pengepakan dalam bentuk unit-
unit kecil.
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- Bulk Cargo, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar
yang dimuat dengan cara mencurahkannya kedalam kapal
atau tangka.
- Homogenous cargo, yaitu satu macam barang dalam jumlah
besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan.
5) Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (custody and
handling), barang muatan dibedakan menjadi tiga golongan,
yaitu:21
- Barang berbahaya (dangerous cargo) yang sifatnya mudah
terbakar (highly flamable), mudah meledak (highly explosive),
mudah pecah (highly breakable), mengandung racun
(poisonous).
- Barang dingin atau beku (refrigerated cargo) yang perlu
diangkut menggunakan ruang pendingin, misalnya, daging
atau ikan segar, obat-obatan.
- Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu,
misalnya barang peti kemas, barang koli.
b. Alat Pengangkut
Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan angkutan,
pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat
pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat
pengangkut terdiri dari:
21 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 116.
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1) Kereta Api
Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, bak
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya,
yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. menurut
kegunaannya, kereta api digolongkan menjadi dua, yaitu:
- Kereta api barang yang digunakan khusus untuk mengangkut
barang.
- Kereta api penumpang yang digunakan khusus untuk
mengangkut penumpang.
2) Kendaraan Umum
Kendaraan umum adalah alat yang dapat bergerak di jalan,
terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu dan dipungut bayaran bagi yang menggunakan
fasilitas ini. Kendaraan umum wajib dilakukan pendaftaran,
tujuannya adalah untuk:
- Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib
administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di
Indonesia.
- Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang
menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam
rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas
dan angkutan jalan.
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- Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka
perencanaan pembangunan nasional.
3) Kapal Niaga
Kapal niaga adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis. Beberapa jenis kapal
niaga, yaitu:
- Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal
yang mempunyai penggerak mesin (kapal motor, kapal uap).
- Kapal yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang
dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan
air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang
diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal
itu sendiri (jet foil).
- Kapal penumpang (passanger ship) adalah kapal yang
dibangun khusus untuk mengangkut penumpang. Kapal ini
terdiri dari beberapa geladak dan tiap geladak terdiri dari
kamar-kamar penumpang berbagai kelas, seperti Kapal
Kambuna dan Kerinci.
- Kapal barang penumpang (cargo-passanger ship) adalah
kapal yang dibangun untuk mengangkut barang dan
penumpang bersama-sama. Kapal ini terdiri dari beberapa
geladak untuk barang dan kamar untuk penumpang.
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- Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas, yaitu
kapal barang biasa, tetapi diizinkan membawa penumpang
dalam jumlah terbatas, yaitu maksimum dua belas orang yang
ditempatkan dalam kamar, bukan di geladak (dek).
Kapal wajib didaftarkan. Di Indonesia sistem pendaftaran
kapal adalah sistem tertutup, dalam arti hanya kapal-kapal yang
memenuhi persyaratan tertentu yang dapat didaftarkan di
Indonesia, yaitu kapal harus berukuran isi kotor sekurang-
kurangnya 20 m3 atau yang dinilai sama dengan itu serta dimiliki
oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Syarat tanda pendaftaran kapal adalah groose acte. Kapal juga
harus memiliki tanda kebangsaan, yang diperoleh berdasarkan
negara di mana kapal tersebut didaftarkan. Kapal yang telah
didaftarkan dan mempunyai tanda kebangsaan dapat dibebani
beban hipotik, berarti oleh hukum kapal tersebut dianggap
sebagai barang tetap, sehingga dapat dijadikan jaminan utang.
4) Pesawat Udara
Pesawat udara niaga adalah setiap alat yang dapat terbang
di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, digunakan
untuk umum dan dipungut bayaran. Pesawat udara niaga yang
dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.
Pesawat udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran
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Indonesia adalah pesawat udara yang tidak didaftarkan di negara
lain dan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau oleh badan hukum
Indonesia.
- Dimiliki oleh warga negara asing/badan hukum asing dan
dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua)
tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian
sewa beli, sewa guna usaha, atau bentuk perjanjian lainnya.
- Dimiliki oleh instansi pemerintah.
- Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah.
Tanda kebangsaan pesawat udara wajib dimiliki setelah
mempunyai tanda pendaftaran pesawat udara. Pesawat udara
yang telah didaftarkan dan mempunyai tanda kebangsaan dapat
dibebani hipotik, pengembanannya harus didaftarkan, dan
ketentuan yang berlaku baginya adalah Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUH Perdata).
7. Tahap Penyelenggaraan Pengangkutan
Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan baik
melalui kereta api, darat, perairan, maupun udara selalu meliputi lima
tahap kegiatan, antara lain: 22
22 Ibid., hlm. 174.
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a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, penumpang atau pengirim mengurus
penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan
serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi
pengangkutan barang, misalnya, dokumen perpajakan dan dokumen
perizinan. Pengangkut menyediakan alat pengangkut pada hari,
tanggal, dan waktu yang telah disepakati berdasarkan dokumen
pengangkutan yang telah diterbitkan. Pengurusan biaya
pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-
dokumen lainnya oleh penumpang atau pengirim dapat diwakilkan
oleh pihak lain, seperti agen perjalanan ataupun perusahaan
ekspedisi muatan.
b. Tahap Pemuatan
Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis/tiket
penumpang dapat nai dan masuk alat pengangkut yang telah
disediakan oleh pengangkut di stasiun, terminal, pelabuhan, atau
bandara tertentu berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku.
Pada pengangkutan barang, pengirim atau ekspeditur yang
mewakilinya menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat
dalam alat pengangkut. Atau pengirim menyerahkan barang kepada
perusahaan jasa di bidang muat bongkar untuk dimuat ke dalam alat
pengangkut.
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c. Tahap Pengangkutan
Pada tahap ini, pengangkut menyelenggarakan pengangkutan,
yaitu kegiatan memindahkan penumpang atau barang dari tempat
pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat
pengangkut yang sesuai dengan jenis perjanjian pengangkutan.
Tempat pemberangkatan dan tempat tujuan itu adalah stasiun,
terminal, pelabuhan, dan bandara. Di tempat pemberangkatan dan
tempat tujuan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen
dan barang yang diangkut guna menetapkan apakah penumpang
atau barang yang diangkut itu sah menurut undang-undang atau
tidak sah untuk dapat dilakukan tindakan pengamanan.
d. Tahap Penurunan/Pembongkaran
Pada tahap ini, penumpang diturunkan dari alat pengangkut
karena angkutan sudah berakhir di tempat tujuan, sedangkan pada
pengangkutan barang kegiatannya adalah pembongkaran barang
dari alat pengangkut. Pada tahap ini, pengangkut menyerahkan
barang kepada penerima dan penerima menyerahkan
pembongkaran barangnya kepada perusahaan jasa dibidang usaha
muat bongkar dan meletakkannya di tempat yang telah disepakati.
Penerima menyerahkan pengurusan selanjutnya kepada ekspeditur,
baik mengenai barang maupun dokumen.
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e. Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang
terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan. Penumpang yang
mengalami kecelakaan, luka, atau meninggal dunia diselesaikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan. Pada
pengangkutan barang, pengangkut menerima biaya angkutan dan
biaya-biaya lainnya dari penerima jika belum di bayar oleh pengirim.
Pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang
menjadi tanggung jawabnya jika itu timbul akibat penyelenggaraan
pengangkutan.
8. Dokumen Angkutan
Dalam pengadaan perjanjian pengangkutan tidak ada peraturan
perundangan yang mensyaratkan adanya suatu bentuk tertentu,
sehingga perjanjian pengangkutan dapat dibuat dalam bentuk tertulis
atau lisan, asal diantara para pihak terdapat persetujuan kehendak.
Sekalipun demikian dalam praktik perjanjian pengangkutan selalu dibuat
dalam bentuk tertulis, yaitu dokumen angkutan, 23 atau juga biasa
disebut surat angkutan.
Ketentuan pengaturan mengenai dokumen angkutan pada
umumnya tidak tercantum di dalam KUHD. Hanya aturan mengenai
23 H. M. Hudi Asrori S., Mengenal Hukum Pengangkutan Udara, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010, hlm.
41.
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dokumen angkutan untuk pengangkutan laut yang tercantum, seperti
pada pasal 454 KUHD tentang perjanjian charter kapal, pasal 504 dan
506 KUHD tentang konosemen, serta Pasal 90 KUHD tentang dokumen
dalam perjanjian pengangkutan darat yang disebut surat muatan.
Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan
merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut
atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila
tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian
telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat
bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan
dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan
tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan juga
ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta
dokumen/surat angkutan tersebut.24
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terdapat pengertian
mengenai dokumen, yaitu bahwa dokumen adalah sesuatu yang tertulis
atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.25
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
dokumen angkutan adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang
dapat dipakai sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan antara
24 Sution Usman Adji, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 16.
25 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit., hlm. 361.
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pihak pemakai jasa angkutan dengan pengangkut. Dalam hal ini meliputi
pengangkutan orang dan pengangkutan barang.
Dalam praktik, dokumen angkutan yang biasa ada secara umum
baik dalam pengangkutan laut, darat, maupun udara ada  tiga macam,
antara lain:26
1. Tiket penumpang, untuk pengangkutan orang.
2. Tiket bagasi, untuk pengangkutan bagasi.
3. Surat muatan, untuk pengangkutan barang.
B. Pengangkutan Barang di Darat
1. Pengertian Pengangkutan Barang
Di dalam KUHD tidak tercantum pengertian mengenai barang.
Namun dalam hubungannya dengan pengangkutan barang, dapat
diambil pengertian barang dalam ensiklopedia ekonomi yang
menyatakan bahwa barang adalah suatu jumlah komoditi atau produk
yang akan memenuhi suatu kendaraan muatan atau kereta atau jumlah
yang cukup banyak untuk diperlakukan seakan-akan sudah memenuhi
suatu kendaraan.27
Dari definisi barang tersebut dan definisi pengangkutan yang
dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa
pengangkutan barang adalah kegiatan pemindahan muatan sebagai
26 H. M. Hudi Asrori S., Op.Cit., hlm. 43.
27 Abdurrachman, Op.Cit., hlm. 174.
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objek angkutan yang mempunyai nilai tersendiri bagi pemiliknya dengan
menggunakan sarana angkut dari suatu tempat untuk diangkut guna
diserahkan kepada seorang penerima di tempat tujuan.
2. Para Pihak dalam Pengangkutan Barang
a. Pengangkut
Di dalam KUHD, tidak terdapat pengertian pengangkut, oleh
karena KUHD memang tidak mengatur pengangkutan pada
umumnya, melainkan hanya mengatur mengenai pengangkutan laut.
Di dalam Kamus Hukum, pengangkut diartikan sebagai pihak yang
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau penumpang.28 Selain dari itu, pengertian pengangkut yang
ada kebanyakan hanya merupakan pendapat dari para sarjana,
namun definisi ini dapat dipakai sebagai gambaran untuk
mengetahui tentang pengertian dari pengangkut. Berikut beberapa
definisi pengangkut dari beberapa pendapat para sarjana:
1) Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pengangkut pada umumnya
adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu dengan selamat.29
28 Setiawan Widagdo, Loc.Cit.
29 H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 4.
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2) Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkut adalah pengusaha
pengangkutan yang memiliki dan menjalankan perusahaan
pengangkutan yang berbentuk Perusahaan Persekutuan Bdan
Hukum, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan
Persekutuan bukan Badan Hukum dan Perusahaan
Perorangan.30
3) Menurut Achmad Insani, menghubungkan pengertian
pengangkutan dengan Pasal 91 KUHD, yang mengartikan bahwa
petugas pengangkut sebagai pihak pengangkut yang bertugas
dan berkewajiban mengangkut dan yang bertanggung jawab
terhadap semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan
barang.31
Berdasarkan beberapa pendapat sarjana tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa pengangkut adalah pihak yaitu orang atau badan
hukum yang berjanji dan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan baik yang berupa orang dan/atau barang dengan
selamat dari suatu tempat ke tempat tujuan yang telah ditentukan.
b. Pengirim
Terdapat beberapa definisi pengirim menurut para sarjana,
sebagai berikut:
30 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 34.
31 Achmad Insani, Hukum Dagang, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 407.
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1) H.M.N Purwosutjipto, pengirim adalah pihak yang mengikatkan
diri untuk membayar uang angkutan serta yang memberikan
muatan.32
2) Abdulkadir Muhammad, pengirim adalah pemilik barang, atau
penjual (eksportir), atau majikan penumpang dalam perjanjian
pengangkutan serombongan penumpang (tenaga kerja, olah
raga), atau pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
pengangkutan untuk membayar biaya pengangkutan.33
Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, dapat ditarik
suatu pengertian bahwa pengirim adalah orang atau badan hukum
yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas barang
yang diangkut kepada pengangkut.
c. Penerima
Salah satu kewajiban pengangkut ialah menyerahkan barang
angkutan kepada penerima seperti yang sudah ditetapkan dalam
suatu perjanjian pengangkutan yang bersangkutan. Dalam hal ini,
Purwosutjipto berpendapat bahwa dipandang dari sudut perjanjian
pengangkutan, maka penerima adalah pihak ketiga yang
berkepentingan terhadap diterimanya barang-barang kiriman
tersebut.34
32 H.M.N Purwosutjipto, Loc.Cit.
33 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 35.
34 H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 5.
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Kedudukan penerima bisa sekaligus pengirim, yaitu pihak yang
mengadakan perjanjian pengangkutan, atau dapat juga orang lain
yang ditunjuk oleh pengirim untuk menerima barang yang dikirimnya.
Sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk menerima barang
yang dikirim, berdasarkan Pasal 1317 Ayat (2) KUH Perdata, maka
pada saat itu si penerima mulai mendapatkan haknya sesuai dengan
janji khusus dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh si
pengirim dan si pengangkut. Sejak saat inilah si pengirim tidak
berwenang lagi mengubah tujuan pengiriman barang tersebut.
Dengan adanya pernyataan kehendak dari penerima untuk
menerima barang-barang kiriman, tidak berarti bahwa penerima
dapat minta atau memerintahkan kepada pengangkut agar
menyerahkan barang-barang kiriman itu di tempat yang bukan
tempat tujuan. Kalau hal ini terjadi, maka terjadilah pelanggaran atas
perjanjian pengangkutan, khusus mengenai tempat tujuan, dimana
dia sendiri sudah tururt serta di dalamnya sebagai pihak ketiga yang
erkepentingan. Perubahan tempat tujuan hanya mungkin bila telah
ada persetujuan dari pengirim dan pengangkut (Pasal 1338 Ayat (2)
KUH Perdata).35
35 Ibid., hlm. 7.
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3. Jenis Angkutan Barang di Darat
Dalam kegiatan pengangkutan di darat, terdapat dua jenis
angkutan, yakni angkutan yang beroperasi di jalan dan angkutan yang
beroperasi di atas rel, dan dalam hal ini akan dibahas mengenai jenis
angkutan barang di jalan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) pada Pasal
137 Ayat (2) ditentukan bahwa angkutan barang dapat menggunakan
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan
bermotor dan kendaraan tidak bermotor masih terbagi lagi, sebagai
berikut:
a. Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di
atas rel.36 Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 47
Ayat (2), kendaraan bermotor terbagi atas:
1) Sepeda motor
Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta
samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-
rumah.37
36 Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
37 Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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2) Mobil penumpang
Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang,
termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari
3.500 kilogram.38
3) Mobil bus
Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnyalebih dari 3.500 kilogram.39
4) Mobil barang
Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang
sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.40
5) Kendaraan khusus
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang
dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain:
- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
- Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas
(stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane.
- Kendaraan khusus penyandang cacat. 41
38 Pasal 1 angka 10 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
39 Pasal 1 angka 11 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
40 Pasal 1 angka 12 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
41 Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) huruf e UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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b. Kendaraan tidak Bermotor
Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.42
Dalam kegiatan mengangkut barang dengan kendaraan bermotor,
Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang wajib menggunakan
mobil barang.
4. Konsep Penyerahan Barang Muatan
Penyerahan barang muatan meliputi dua jenis penyerahan,
sebagai pelaksanaan perjanjian pengangkutan yang merupakan
persetujuan di mana pengangkut mengikatkan diri untuk
meyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau
pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan, yaitu: 43
a. Penyerahan barang muatan dari pengirim kepada pengangkut untuk
diangkut ke tempat tujuan yang ditentukan dalam dokumen
pengangkutan barang.
Penyerahan barang muatan ini terjadi antara pengirim dan
pengangkut dengan tujuan untuk diangkut ke tempat tujuan yang
telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hubungan
hukum ini, pengirim berstatus sebagai pemilik barang agar
42 Pasal 1 angka 9 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
43 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 199.
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barangnya diangkut dan diserahkan kepada penerima yang ditunjuk
dalam dokumen pengangkutan. Penerima yang ditunjuk tersebut
dapat berstatus pengirim sendiri sebagai pemilik barang atau orang
lain yang bertindak atas nama pengirim. Dalam hal ini, pengirim
hanya memanfaatkan jasa pengangkutan guna memindahkan
barang miliknya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, pihak-pihak
dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah pengirim dan
pengangkut, serta perjanjian pengangkutan ini tergolong perjanjian
pengangkutan utama.
b. Penyerahan barang muatan dari pengangkut kepada penerima
untuk mengakhiri proses pengangkutan di tempat tujuan yang
ditentukan dalam dokumen pengangkutan.
Penyerahan barang muatan ini terjadi antara pengangkut dan
penerima dengan tujuan untuk mengakhiri proses pengangkutan di
tempat tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
Dalam hubungan hukum ini, pengangkut berstatus sebagai penyedia
jasa angkutan, baik bagi kepentingan pengirim maupun bagi
kepentingan penerima. Penerima yang ditunjuk dalam dokumen
pengangkutan tidak sama statusnya dengan pengirim. Hubungan
hukum antara pengirim dan penerima biasanya didasari kontrak
perdagangan atau ekspor-impor sebagai perjanjian utama,
sedangkan perjanjian pengangkutan hanya sebagai perjanjian
pelengkap.
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C. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pengangkutan Barang
1. Hak dan Kewajiban Pengangkut
a. Hak-hak Pengangkut
Di dalam KUHD, mengenai hak-hak pengangkut tidak diatur
secara terperinci. Sehingga, Hudi Asrori menyimpulkan bahwa dapat
dikatakan hak yang dimiliki oleh pengangkut adalah hak atas biaya
angkutan yang harus dibayar oleh pengirim. Termasuk di dalamnya
adalah hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak
pengangkutannya, apabila pengirim tidak melaksanakan
kewajibannya membayar uang angkutan. Namun demikian, hak
pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak
pengangkutan tersebut tidak pernah dimanfaatkan, karena dalam
praktik perjanjian pengangkutan biaya angkutan selalu diminta oleh
pengangkut sebelum pengangkutan dilaksanakan, yaitu pada saat
mengadakan perjanjian pengangkutan.44
b. Kewajiban Pengangkut
Dalam Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa pengangkut
berkewajiban mengangkut barang-barang yang diserahkan
kepadanya ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu,
pengangkut juga berkewajiban menyerahkan kepada penerima tepat
pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya
barang tersebut.
44 H.M. Hudi Asrori S., Op.Cit., hlm. 30.
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Kewajiban pengangkut yang lain juga ditentukan dalam Pasal
96 Ayat (1) KUHD, yang menentukan bahwa pengangkut
berkewajiban untuk mengadakan suatu register atau daftar
mengenai barang-barang yang telah diterimanya untuk diangkut.
2. Hak dan Kewajiban Pengirim dan Penerima
a. Hak-hak Pengirim dan Penerima
Hak-hak pengirim lebih banyak ditentukan oleh persetujuan
kedua belah pihak. Pada umumnya, hak pengirim adalah bahwa
barang-barangnya akan diangkut oleh pengangkut sampai di tempat
tujuan dan diserahkan kepada penerima yang berhak dengan
selamat. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan selama dalam
pengangkutan, maka pengirim berhak untuk menuntut ganti rugi.
Terhadap hak-hak ini sebetulnya juga dimiliki oleh penerima karena
dalam pengangkutan barang, penerima merupakan pihak yang
mempunyai hubungan hukum dengan pengirim.45
b. Kewajiban Pengirim
Sebagai pihak yang memakai jasa angkutan, pengirim
mempunyai kewajiban membayar uang angkutan sebagai kontra
prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh
pengangkut. Kewajiban ini sebetulnya baru timbul apabila
diperjanjikan lebih dahulu, karena menurut ketentuan Pasal 491
45 H.M. Hudi Asrori S., op.cit., hlm. 32.
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KUHD, kewajiban membayar uang angkutan ada pada penerima,
setelah  barang-barang diterimanya.46
Di samping itu, dalam Pasal 96 Ayat (2) KUHD ditentukan
bahwa pengirim wajib membuat daftar harga barang yang diangkut,
apabila barang tersebut mempunyai nilai uang seperti emas atau
surat-surat berharga. Juga, dalam Pasal 96 Ayat (3) ditentukan
bahwa apabila pengirim lalai membuat daftar harga barang tersebut,
maka ketika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang
tersebut, pengirim tidak dapat menuntut pihak pengangkut lebih dari
nilai harga barang tersebut menurut penglihatan pengangkut.
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut
Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai
tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab
hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi
seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu
kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.47 Dalam
hukum pengangkutandikenal tiga prinsip tanggung jawab, antara lain: 48
a. Tanggung Jawab karena Kesalahan (Fault Liability)
Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam
beberapa literatur dibidang angkutan dikenal juga dengan istilah fault
liability. Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus bertanggung
46 Ibid., hlm. 32.
47 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 258.
48 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 43.
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jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang,
pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya
dalam melaksanakan angkutan.49 Pihak yang menderita kerugian
wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam
Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal
act) sebagai aturan umum.
Bila dilihat dari sudut pandang penumpang, dalam hal ini adalah
pihak yang harus membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut,
sangatlah berat bagi penumpang untuk membuktikannya. Dalam
beberapa kasus penerbangan sering kali penumpang yang
mengalami kecelakaan dan menuntut adanya penggantian kerugian
mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan penumpang
disebabkan minimnya dan atau ketidakpahamannya atas kondisi-
kondisi yang mungkin menyebabkan suatu pesawat udara
mengalami kecelakaan. Seiring dengan adanya ketimpangan beban
pembuktian tersebut, maka asas ini telah banyak ditinggalkan atau
tidak lagi dipakai sebagai landasan dalam mengukur tanggung jawab
pihak pengangkut.
b. Tanggung Jawab berdasarkan Praduga (Presumption Liability)
Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari
49 Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm.
129.
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pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, bila
pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia
dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Yang
dimaksud ‘tidak bersalah’ adalah:
- Tidak melakukan kelalaian.
- Telah berupaya melakukan tindakan yang perlu unuk
menghindari kerugian.
- Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari.
Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan
pembuktian suatu kesalahan karena pihak pengangkut dianggap
lebih mengetahui keadaan/kondisi penyebab armadanya yang
mengalami kecelakaan.
c. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability)
Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut harus bertanggung
jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang
diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya
unsur kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban
pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut
tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun
yang menimbulkan kerugian itu.
Asas tanggung jawab ini hanya dikhususkan apabila
kecelakaan armada mengenai pihak ketiga, yaitu orang dan/atau
barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha
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pengangkutan tersebut. Misalkan sebuah bus menabrak rumah
penduduk di pinggir jalan yang mengakibatkan penghuninya
mengalami kecelakaan dan/atau kematian. Dalam hal ini pihak
pengangkut wajib memberikan penggantian sebesar kerugian yang
diderita pihak ketiga tersebut tanpa mempersoalkan apa
penyebabnya bus menabrak rumah tersebut.
D. Gambaran Umum Go-Jek Indonesia
1. Profil Go-Jek Indonesia
Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda
dua (sepeda motor) dan biasa disebut ojek. Go-jek hadir dengan dasar
pemikiran bahwa ojek yang biasanya hanya mangkal di pos-pos tertentu
bisa terkoordinir dan terintegrasi untuk melayani masyarakat dengan
cepat dan sigap via online booking. Oleh karena itu, PT. Go-Jek
Indonesia akhirnya menghadirkan jasa transportasi alternatif tersebut ke
dalam bentuk aplikasi mobile.50
Sebenarnya, Go-Jek telah beroperasi sejak tahun 2011 lalu,
namun belum banyak orang yang tahu karena saat itu konsumen yang
ingin menggunakan jasa Go-Jek hanya bisa memesan via telepon atau
SMS. Kini, setelah merilis aplikasi Go-Jek di smartphone berbasis
Android dan IOS, pengguna Go-Jek pun langsung berkembang pesat,
50 Dikutip dari aplikasi “Panduan Go-Jek Indonesia”, hlm. 12.
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karena konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa
perlu repot-repot lagi mendatangi pangkalan ojek.51
2. Hubungan Para Pihak dalam Gojek Indonesia
a. PT. Go-Jek Indonesia
PT. Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa
layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor
yang disebut driver Go-Jek. PT. Go-Jek Indonesia ini merekrut para
tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang
ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan dengan
menyeleksinya terlebih dahulu berdasarkan persyaratan yang ada
berupa memiliki sepeda motor dan SIM C, serta bersedia
memberikan jaminan seperti Kartu Keluarga, BPKB motor, atau Akta
Kelahiran.
Adapun peran PT. Go-Jek Indonesia adalah sebagai sarana
penghubung antara para pengguna Go-Jek dengan driver Go-Jek
dengan menciptakan aplikasi Go-Jek yang mudah digunakan. Selain
itu, apabila terjadi kecelakaan atau barang hilang, maka PT. Go-jek
Indonesia akan membantu membayarkan biaya pengobatan yang
sesuai dan menutupi kerugian barang yang hilang hingga nominal
Rp. 2.000.000,-.52 PT. Go-Jek Indonesia juga memberikan atribut
51 Ibid, hlm. 1.
52 Ibid, hlm. 37.
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kepada setiap driver Go-Jek berupa 2 buah helm, jaket, masker
penutup mulut dan kepala.
b. Driver Go-Jek
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, driver Go-Jek adalah para
tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang
ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan yang direkrut oleh
PT. Go-Jek Indonesia melalui suatu seleksi. Setiap penghasilan
yang diperoleh akan dikalkulasikan untuk dibagi antara PT. Go-Jek
Indonesia dan driver Go-Jek, yakni 20% untuk PT. Go-Jek Indonesia
dan 80% untuk driver Go-Jek.
Driver Go-Jek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan
para pengguna layanan Go-Jek, baik penumpang atau barang yang
akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan
baik. Selain itu, driver Go-Jek juga berkewajiban memberikan helm
serta masker penutup mulut dan rambut kepada penumpang selama
berkendara.
c. Konsumen
Konsumen yang dimaksud ialah para pengguna layanan Go-
Jek, yang di dalam bidang pengangkutan lazimnya disebut
penumpang bagi pengguna layanan Go-Ride serta pengirim
dan/atau penerima bagi pengguna layanan Go-Send. Konsumen
mempunyai kewajiban  untuk membayar driver Go-Jek untuk setiap
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layanan jasa yang ia gunakan sesuai dengan tariff yang telah
ditentukan.
3. Macam-macam Layanan Go-Jek Indonesia
a. Go-Send, merupakan layanan antar jemput barang untuk
mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya
dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih
dekat.
b. Go-Ride, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang
ingin dituju.
c. Go-Food, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen
yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang
tidak memiliki layanan pesan antar makanan53.
d. Go-Mart, merupakan layanan di mana para driver Go-Jek dapat
membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti
belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan
batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-54.
e. Go-Clean, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara
panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui
aplikasi Go-jek. Tarif layanan Go-Clean adalah Rp 60.000,-/jam.
Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni Vacuum
53 Ibid, hlm. 6.
54 Ibid, hlm. 9.
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and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), Dish Washing
(mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar mandi),
dan Floor Mapping (mengepel lantai).
f. Go-Massage, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan
untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa
layanan, yakni Reflexology (Rp 90.000,-/jam), Full Body Massage
(Rp 100.000,-/jam), Full Body Massage and Scrub (Rp 165.000,-/1,5
jam), dan Full Body Massage and Face Pressure (Rp 165.000,-/1,5
jam).
g. Go-Glam, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan
untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan di
rumah. Beberapa paket perawatan yang ditawarkan, yakni Cream-
bath & Hair Dry (Rp 100.000,-), Blow Dry (Rp 100.000,-), Hair
Coloring up to shoulder length (Rp 250.000,-), Hair Coloring longer
than shoulder length (Rp 450.000,-), Manicure & Nail Polish (Rp
100.000,-), Pedicure & Nail Polish (Rp 110.000,-), serta Pedicure,
Manicure & Nail Polish (Rp 150.000,-).55
h. Go-Box, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah
yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan
mengangkut barang-barangnya.
55 Writer, http://www.gojakgojek.com/2015/09/layanan-baru-pt-gojek-go-clean-go.html, diakses tanggal 17
November 2015, Jam 20.00 WITA.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal
research), dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach), yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Di samping itu,
penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara statute approach
yang merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan
yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur
mengenai pengangkutan barang dan dihubungkan dengan pelaksanaan
layanan Go-Send Go-Jek Indonesia.
B. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, merupakan dokumen-dokumen resmi maupun
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan pengangkutan barang, yaitu Undang-Undang Nomor
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22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-
jurnal hukum.
3. Bahan nonhukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat
autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan nonhukum meliputi
wawancara, dialog, seminar, ceramah dan kuliah.
C. Proses Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan,
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi :
1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer.
Dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), dilakukan dengan menelusuri peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan
mencari konsep-konsep hukum yang membahas mengenai
pengangkutan barang lalu dihubungkan dengan pelaksanaan layanan
Go-Send Go-Jek Indonesia.
2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder
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Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah penelusuran
terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen
resmi  dan  berhubungan dengan pengangkutan barang.
3. Proses Pengumpulan Bahan Nonhukum
Dalam hal penelitian ini, yang dilakukan adalah melalui
wawancara terhadap staf pegawai di PT. Go-Jek Indonesia untuk
mengetahui proses pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia.
D. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi,
kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan
komperhensif dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang
baru, sebagai saran dan solusi untuk kedepannya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengangkutan Barang di Darat Menggunakan Kendaraan
Bermotor
Pada pokoknya, pengangkutan bersifat perpindahan tempat, baik
mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena
perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan
manfaat serta efisiensi.1 Purwosutjipto berpendapat bahwa:2
“pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan
tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk
membayar uang angkutan”.
Dalam hal pengangkutan di darat dapat menggunakan sarana atau
alat transportasi berupa kendaraan bermotor untuk memindahkan muatan
berupa barang maupun orang. Pada peraturan perundang-undangan, baik
dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan
Jalan) didefinisikan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang
1 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 2.
2 H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 2.
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berjalan di atas rel. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PP Angkutan Jalan,
kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sepeda motor,
mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Namun, ketika pelaksanaan
pengangkutan diperuntukkan sebagai kegiatan jasa transportasi yang
disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, maka sarana atau
alat transportasi yang harus digunakan adalah kendaraan bermotor umum
(Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 1 angka 5
PP Angkutan Jalan).
Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun
orang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali
dalam mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman,
cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat. Oleh karena itu, di Indonesia telah hadir beberapa jenis jasa
transportasi umum darat yang salah satunya adalah jasa yang ditawarkan
oleh PT. Go-Jek Indonesia dalam bentuk aplikasi bernama Go-Jek.
Aplikasi Go-Jek terdiri dari beberapa layanan yang dalam
pelaksanaan layanan-layanan tersebut terjadi perpindahan orang dan/atau
barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dengan kata lain terjadi
kegiatan pengangkutan barang dan/atau orang dengan menggunakan
sepeda motor yang dikendarai oleh mitra perusahaan tersebut atau biasa
disebut driver Go-Jek. Aplikasi ini disambut positif oleh masyarakat karena
kegiatannya dalam hal pengangkutan sangat membantu masyarakat dalam
mewujudkan transportasi yang cepat, nyaman serta biaya yang cukup
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terjangkau di daerah perkotaan yang sering terjadi macet. Namun, jika
kembali ke peraturan perundang-undangan, pada Pasal 47 Ayat (3) UU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa sepeda motor tidak termasuk
ke dalam kelompok kendaraan bermotor umum.
Setiap pelaksanaan pengangkutan melalui darat khususnya dalam
hal pengangkutan barang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat menjamin kepastian dan ketertiban
hukum. Sebagaimana pada layanan Go-Send dalam aplikasi Go-Jek yang
dalam pelaksanaannya mengangkut barang ke tempat yang dituju dengan
menggunakan sepeda motor tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di antaranya:
1) Pasal 137 Ayat 3, diatur bahwa:
“Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan
mobil barang”.
2) Pasal 138 Ayat (3), diatur bahwa:
“Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
Kendaraan Bermotor Umum”.
3) Pasal 161 huruf c, diatur bahwa:
“Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
huruf a harus memenuhi persyaratan menggunakan mobil barang”.
Di samping itu, dalam peraturan pelaksanaan UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
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Angkutan Jalan, di dalamnya juga terdapat beberapa pasal yang memuat
ketentuan mengenai pengangkutan barang, sebagai berikut:
1) Pasal 10 Ayat (1), diatur bahwa:
“Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a wajib
menggunakan mobil barang”.
2) Pasal 10 Ayat (2), diatur bahwa:
“Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor”.
3) Pasal 10 Ayat (4), diatur bahwa:
“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk sepeda
motor meliputi:
a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas
tempat duduk pengemudi; dan
c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.”
4) Pasal 11, diatur bahwa:
“Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus,
atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus
memperhatikan faktor keselamatan.”
Berdasarkan PP Angkutan Jalan pada Pasal 10 Ayat (2) & (4) yang
mengatur bahwa sepeda motor dapat digunakan untuk mengangkut barang
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saat memenuhi persyaratan teknis, maka berarti layanan Go-Send dengan
menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
Namun, pembahasan mengenai pelaksanaan layanan Go-Send
tidak hanya sampai pada alat angkut yang digunakan. Sebagaimana
diketahui dari hasil penelitian bahwa dalam hal mengangkut barang, PT.
Go-Jek Indonesia tidak mengatur secara khusus barang apa saja yang
boleh dan tidak boleh diangkut. Untuk menentukan apakah barang itu akan
diangkut atau tidak, hanya dilihat dari kapasitas berat barang, tetapi
mengenai ukuran maksimal berat barang secara pasti juga tidak diatur oleh
perusahaan tersebut.3 Manajer Operasional PT. Go-Jek Indonesia Cabang
Makassar mengatakan bahwa untuk menentukan barang yang ingin dikirim
akan diangkut atau tidak hanya dilihat berdasarkan porsi besar barang
apakah masih memungkinkan diangkut di sepeda motor, jenis barang
apakah tidak mudah berubah wujud selama proses pengangkutan
(misalnya barang beku), serta kemampuan dari driver Go-Jek untuk
mengangkut barang tersebut.
Bahkan, dalam website resmi Go-Jek Indonesia (www.go-jek.com,
yang diakses pada bulan September 2015), diterangkan bahwa layanan
Instant Courier (yang sekarang berubah nama menjadi Go-Send) dapat
melayani antar barang apa saja selama barang tersebut masih bisa
3 Hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku Manajer Operasional PT. Go-Jek Indonesia cabang Makassar,
pada tanggal 6 Januari 2016.
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diangkut dengan sepeda motor. Tentu saja berdasarkan hal tersebut tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena pada PP Angkutan Jalan
pada Pasal 10 Ayat (4) poin a dan b diatur bahwa untuk mengangkut barang
menggunakan sepeda motor harus memenuhi syarat yang mana barang
tersebut harus memiliki lebar tidak lebih dari stang kemudi serta tinggi
barang tidak melebihi 900 milimeter atau 0,9 meter diukur dari tempat duduk
sepeda motor. Begitu juga dalam hal peletakan barang yang diangkut di
sepeda motor, pihak perusahaan tidak mengaturnya serta tidak
menyediakan tas motor bagi para driver, sehingga barang yang diangkut
bisa diletakkan di mana saja tergantung kemampuan dan inisiatif dari driver
sendiri.4 Apalagi, berdasarkan pengamatan penulis di jalan, pernah terlihat
driver Go-Jek yang mengangkut barang (berupa karung beras dan kantong
belanjaan besar) diletakkan di depan pengemudi. Tentu hal ini juga
bertentangan dengan PP Angkutan Jalan, karena pada Pasal 10 Ayat (4)
poin c mengatur bahwa barang yang diangkut harus diletakkan di belakang
pengemudi.
Selain ketentuan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, UU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai dokumen
pengangkutan barang yang diatur dalam Pasal 166 Ayat (3), yang
menjelaskan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum
wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
1) Surat perjanjian pengangkutan
4 Ibid.
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2) Surat muatan barang.
Lalu, pada Pasal 168 Ayat (1) & (2), kembali ditegaskan bahwa Perusahaan
Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan
sebagai dokumen perjalanan serta membuat surat perjanjian pengangkutan
barang. Dari pihak PT. Go-Jek Indonesia menjelaskan bahwa mereka juga
membuat dokumen angkutan dalam bentuk resi, yang mana resi tersebut
dibuat pada saat driver Go-Jek telah menjemput barang yang ingin
diantarkan ke tempat tujuan.5 Namun, berdasarkan pengamatan penulis
dari pengalaman beberapa konsumen yang menggunakan layanan Go-
Send, mereka tidak mengetahui ataupun menerima resi yang dimaksud
tersebut.
Dokumen pengangkutan dianggap penting untuk melihat apakah
pengangkutan berjalan sebagaimana yang dikehendaki UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Dengan kata lain, dokumen pengangkutan merupakan
salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam proses
pengangkutan barang. Sehingga, pengangkut atau perusahaan angkutan
umum berkewajiban untuk melakukan penggantian kerugian terhadap
hilang atau rusaknya barang.
Dalam hal ketika barang yang diangkut mengalami kerusakan, hilang
atau musnah, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah mengaturnya
dalam Pasal 193 Ayat (1), yakni “Perusahaan angkutan umum bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang
5 Ibid.
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musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali
terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh
suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan
pengiriman”. Begitu juga ketika terjadi kerugian bagi konsumen, maka yang
seharusnya bertanggung jawab adalah mitra PT. Go-Jek Indonesia sebagai
pihak yang melaksanakan kegiatan pengangkutan, namun tidak demikian,
melainkan pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia yang akan bertanggung
jawab membayar ganti kerugian dengan nominal sesuai dengan
kesepakatan pihak perusahaan dengan konsumen.6
Padahal, jika kembali melihat status PT. Go-Jek Indonesia yang
merupakan perusahaan aplikasi, maka sebenarnya tanggung jawab yang
telah disebutkan sebelumnya bisa saja tidak perlu dipenuhi, karena
tanggung jawab tersebut hanya dibebankan kepada perusahaan angkutan
umum berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, oleh karena mitranya
yakni driver Go-jek tidak dalam naungan suatu perusahaan angkutan
umum, maka tanggung jawab juga tidak dapat dibebankan kepada driver
Go-Jek, sebab driver Go-Jek tidak termasuk sebagai pelaku usaha, oleh
karena driver Go-Jek hanya melakukan pekerjaan dan bukan menjalankan
usaha. Oleh sebab itu, karena PT. Go-Jek Indonesia merupakan satu-
satunya pihak sebagai pelaku  usaha, maka sudah tepat jika PT. Go-Jek
Indonesia yang bertanggung jawab agar konsumen tidak akan begitu
kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan jika ia
6 Ibid.
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dirugikan akibat penggunaan jasa angkutan yang dilakukan oleh driver Go-
Jek.
Bahkan, beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan menanggapi
hadirnya perusahaan aplikasi transportasi seperti PT. Go-Jek Indonesia
dan perusahaan sejenis lainnya dalam bentuk Surat Menteri Perhubungan
No. UM.302/1/21/Phb/2015 Perihal Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor,
Mobil Penumpang, Mobil Barang) Yang Digunakan Untuk Mengangkut
Orang dan/atau Barang Dengan Memungut Bayaran. Surat tersebut
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
tertanggal 9 November 2015 lalu ditembuskan kepada Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Kemanaan Republik Indonesia, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, serta Gubernur, Kapolda, Korlantas,
Dirjen Perhubungan Darat dan Ketua Umum DPP Organda.
Surat tersebut berisikan pemberitahuan kepada instansi-instansi
yang disebutkan bahwa taksi maupun ojek online dinilai tidak memenuhi
ketentuan sebagai angkutan umum karena tidak sesuai dengan UU Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Angkutan Jalan. Oleh karenanya,
Menteri Perhubungan meminta segenap instansi terkait tersebut untuk
mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi kemudian, Menteri Perhubungan membatalkan
surat tersebut dan menyatakan bahwa jasa transportasi online dan layanan
sejenisnya dipersilakan untuk beroperasi sebagai solusi sampai
transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak.
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B. Kedudukan Hukum PT. Go-Jek Indonesia
Seiring dengan semakin berkembangnya smartphone (telepon
pintar) yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan
pengguna smartphone ke internet, mendorong perkembangan teknologi
aplikasi hingga akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis.
Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha
yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara ‘pembeli’ dan
‘penjual’ jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk
berbisnis dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk
menghubungkan masyarakat dan pelaku usaha. Teknologi aplikasi yang
digunakan untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan
jaringan elektronik untuk menghubungkan konsumen. Akses ke pasar yang
secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari teknologi aplikasi.
Karenanya, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti
penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-
unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik atau e-
commerce.
Kini bermunculan berbagai perusahaan jasa berbasis teknologi
aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat sebagai
‘pembeli’ dan ‘penjual’ secara cepat dan praktis. Sebagaimana yang juga
telah dinyatakan oleh pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia bahwa
perusahaannya bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan
aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai
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salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses
bagi konsumen dalam memesan ojek. Oleh karena itu, dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan
aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.
Dengan status sebagai pelaku usaha penghubung, maka dapat
dicermati bahwa driver Go-Jek tidak memiliki hubungan kerja dengan PT.
Go-Jek Indonesia. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) didefinisikan
hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur
hubungan kerja, yaitu:
1) Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan
pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver
Go-Jek tidak menerima perintah kerja dari PT. Go-Jek Indonesia,
melainkan dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti
halnya tukang ojek pada umumnya.
2) Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa
uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan
berdasarkan komisi atau bagi hasil. Driver Go-Jek tidak mendapatkan
gaji dari PT. Go-Jek Indonesia. Justru para driver Go-Jek harus
membagi 20 persen pendapatannya ke perusahaan. Seberapa besar
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pendapatan driver Go-Jek, tergantung seberapa banyak penumpang
yang bisa ia antar.
3) Perintah, unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah
perusahaan, bukan atas inisiatif pekerja. Perintah mengantar
penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari
penumpang dan tentu atas kesediaan driver Go-Jek.
Dalam kondisi tersebut terlihat tidak ada unsur hubungan kerja pada driver
Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia, melainkan hanya hubungan kemitraan.
Dengan hanya sebagai hubungan kemitraan, maka driver Go-Jek hanya
terikat hubungan perjanjian biasa dengan perusahaan dan tunduk pada
aturan-aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan pada UU
Ketenagakerjaan. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka driver Go-
Jek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada
umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika
hubungan kerjasama mereka berakhir.
Mengenai izin, PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki izin usaha
dibidang transportasi, melainkan mengantongi Surat Izin Usaha
Perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli
yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni:7
1) Transaksi Langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan
jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu
7 Tri Jata Ayu Pramesti, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi-
ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum, diakses tanggal 22 Januari 2016, Jam 06.01 WITA.
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barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia. Sebagai
contohnya, pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke
Cineplex 21, atau pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino’s Pizza ke
Domino’s Pizza.
2) Transaksi melalui Penghubung, yakni konsumen memesan barang dan
jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung,
kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku
usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya,
penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa
kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Sebagai
contohnya, pemesanan taksi Express yang bekerja sama dengan
perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, atau pemesanan kamar
hotel Aston melalui aplikasi Traveloka,
Dari kedua jalur tersebut, aplikasi Go-Jek termasuk ke dalam jalur
transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang
menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha
penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai
badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimiliknya
adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP). Serta, apabila terdapat investor asing yang memiliki
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saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim
perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.8
Sebagai pelaku usaha penghubung, PT. Go-Jek Indonesia tidak
perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan
melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas
perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan
kegiatan pengangkutan. Sebagai contoh, aplikasi Traveloka tidak perlu
memiliki izin usaha perhotelan, namun Hotel yang kamarnya dipesan
melalui Traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan. Namun, masalah
yang timbul adalah jasa yang dihubungkan PT. Go-Jek Indonesia melalui
teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Tidak diaturnya ojek sebagai
salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-
undangan oleh Pemerintah sehingga menimbulkan masalah hukum.
Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini
diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (UU Perdagangan). Pada intinya, ketentuan dalam UU
Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang
dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan
data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi
tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis
barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan
8 Bimo Prasetio, http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologi-
aplikasi, diakses pada tanggal 22 Januari 2016, Jam 06.05 WITA.
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barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Lalu, pada Pasal
66 UU Perdagangan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum
dikeluarkan.
Selain itu, oleh karena PT. Go-Jek Indonesia bukan sebagai
perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak
sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada
umumnya. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia
aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa ‘usaha melalui teknologi
aplikasi’ bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Dalam KBLI
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif
Indonesia, tidak diatur mengenai ‘usaha melalui teknologi aplikasi’. Hal ini
dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung
kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang
menyebabkan PT. Go-Jek Indonesia beserta perusahaan sejenis lainnya
menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha
mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi
yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan
pengguna jasa.
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Untuk mengetahui lebih rinci perbedaannya, berikut uraian
perbandingan antara bentuk dan tanggung jawab hukum perusahaan
penyedia aplikasi transportasi dengan perusahaan penyedia transportasi
umum: 9
No. Ruang Lingkup Penyedia Aplikasi
Transportasi
(Go-Jek, Grabtaxi, Uber)
Penyedia Transportasi
Umum
(Angkot, Taksi)
1 Bentuk badan
hukum
Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas
2 Perizinan 1. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
2. Surat Keterangan
Domisili Perusahaan
(SKDP)
3. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
4. Izin Prinsip/Izin Usaha
dari BKPM (untuk
PMA/perusahaan
modal asing)
5. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
1. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
2. Surat Keterangan
Domisili Perusahaan
(SKDP)
3. Surat Izin Usaha Jasa
Transportasi (SIUJT)
4. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
5. Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam
Trayek
6. Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak
dalam Trayek
7. Izin penyelenggaraan
angkutanbarang khusus
dan/atau alat berat
8. Sertifikasi Uji Tipe
Kendaraan Bermotor
9. Pengesahan rancang
bangun dan rekayasa
kendaraan bermotor.
3 Tanggung
Jawab kepada
Konsumen
Terhadap penggunaan
aplikasi yang digunakan
untuk memesan jasa
transportasi
Terhadap pelaksanaan jasa
transportasi umum yang
diberikan kepada
konsumen
9Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-
tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani-, diakses
tanggal 22 Januari 2016, Jam 05.54 WITA.
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4 Pelaku usaha
pesaing
Perusahaan atau Badan
Hukum yang menjalankan
dan mengembangkan
teknologi aplikasi sejenis
Perusahaan, badan usaha
atau pengusaha yang
menyediakan jasa
transportasi umum
5 Pajak
Penghasilan
Atas penghasilan yang
diterima perusahaan
penyedia aplikasi
transportasi setelah dibagi
sesuai perjanjian dengan
mitranya yang
menjalankan usaha
transportasi umum.
Atas penghasilan yang
diterima perusahaan dari
kegiatan usaha transportasi
umum
6 Hubungan
dengan
pelaksana usaha
(pengemudi)
Hubungan kemitraan,
perusahaan
menghubungkan
konsumen dengan
pengemudi untuk
kemudian antara
keduanya terjadi transaksi
dan perusahaan dapat fee
sebagai mitra penghubung
sesuai kesepakatan.
Dalam beberapa
perusahaan taksi atau
rental, hubungan sebagai
perusahaan dengan
pengemudi sebagai mitra
kerja berdasarkan
perjanjian. Namun ada juga
yang berupa hubungan
kerja pengusaha dengan
karyawan berdasarkan UU
No. 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.
7 Komposisi
permodalan
Tidak ada batasan
mengenai sumber modal
dan komposisi modal
Harus terdiri 100% dari
modal dalam negeri
Dalam hal apabila PT. Go-Jek Indonesia bermitra dengan
perusahaan angkutan umum, maka dari perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen, dalam skema kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui
teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab pelaku usaha
dapat diklasifikasikan menjadi:
1) tanggung jawab pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, dan
71
2) tanggung jawab pelaku usaha teknologi aplikasi yang menghubungkan
kegiatan jual beli tersebut.
Pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tunduk kepada
kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan UU
Perdagangan mengenai e-commerce, karena ia memperjualbelikan barang
dan/atau jasa melalui sistem elektronik. Sedangkan untuk pelaku usaha
teknologi aplikasi, kewajibannya sebagai pelaku usaha yang terkait dengan
perlindungan konsumen adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi,
karena dalam penggunaan teknologi aplikasi konsumen memasukkan data
ke dalam sistem elektronik yang digunakan dalam menghubungkan
konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa melalui teknologi
aplikasi. Perlindungan terhadap data pribadi saat ini diatur secara terbatas
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari
permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia termasuk dalam
kegiatan pengangkutan barang umum yang dalam pelaksanaannya
tidak sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP
Angkutan Jalan karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok
kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47
Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan
layanan Go-Send Go-Jek Indonesia terjadi perpindahan barang dari
suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan sepeda motor, yang
mana penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut barang
diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) PP
Angkutan Jalan, selama barang yang diangkut memenuhi persyaratan
teknis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek
Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun,
dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai
pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat
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transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor
umum.
2. PT. Go-Jek Indonesia bukan merupakan suatu perusahaan transportasi
oleh karena izin usahanya bukan dibidang transportasi, melainkan
merupakan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan
teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka
memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek.
Sehingga, PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi
hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Perusahaan
aplikasi ini menghubungkan driver Go-Jek ke konsumen, sehingga
driver Go-Jek bukan sebagai pekerjanya melainkan hanya sebagai
mitranya.
B. Saran
Dari uraian kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan
adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan Go-Jek dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat
transportasi dinilai oleh kebanyakan masyarakat sebagai suatu solusi
dalam menghadapi kemacetan di daerah perkotaan karena dapat
mengantarkan orang dan/atau barang dengan cepat ke tempat tujuan.
Namun dalam kenyataannya, kehadiran sepeda motor dengan jumlah
yang banyak di jalanan merupakan salah satu pemicu kemacetan.
Apalagi sepeda motor juga dianggap sebagai kendaraan yang kurang
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aman digunakan dijalanan. Hal ini didukung, karena data dari kepolisian
menerangkan bahwa kecelakaan yang sering terjadi di jalan adalah
kendaraan jenis sepeda motor. Oleh karena itu, langkah pemerintah
yang mengatur bahwa sepeda motor tidak termasuk kendaraan
bermotor umum yang dituangkan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sudah tepat, sehingga tidak perlu peraturan tersebut direvisi untuk
memperbolehkan sepeda motor termasuk sebagai kendaraan bermotor
umum.
2. Sebagai penyedia aplikasi di bidang transportasi, maka seharusnya PT.
Go-Jek Indonesia bermitra dengan perusahaan angkutan umum agar
tercipta pelaksanaan pengangkutan umum baik barang maupun orang
yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia
yakni UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Angkutan Jalan.
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